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ABSTRAK 
Penjarahan pasca musibah di Sumatera muncul akibat terhambatnya distribusi bantuan dan kebutuhan 

dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penjarahan 

dalam kondisi darurat serta peran negara dalam pemenuhan kewajiban hukumnya (Moeljatno, 2008). 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjarahan tetap 

dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP, namun keadaan darurat 

dan minimnya bantuan dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf berupa overmacht menurut Pasal 

48 KUHP. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin akses bantuan yang memadai, dan 

kegagalannya dapat menjadi faktor kriminogen, meskipun tidak menghapus sifat melawan hukum 

perbuatan tersebut (Nawawi Arief, 2019)  

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penjarahan, Keadaan Darurat, Bencana, Sumatera. 

  

ABSTRACT 

Post-disaster looting in Sumatra arises from disrupted aid distribution and unmet basic needs. This 

study aims to examine criminal liability for looting committed during emergency conditions and the 

State’s legal responsibility in ensuring adequate disaster response (Moeljatno, 2008). The research 

employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings 

indicate that looting remains legally classified as aggravated theft under Article 363 of the Indonesian 

Criminal Code, although emergency conditions and insufficient aid may function as grounds for excuse 

through overmacht under Article 48. The State bears a legal duty to ensure timely and adequate aid 

distribution, and its failure may contribute to criminogenic conditions without eliminating the 

unlawfulness of the act (Nawawi Arief, 2019). 

Keywords: Criminal Liability, Looting, Emergency Conditions, Disaster, Sumatra. 

 

PENDAHULUAN 

Bencana alam yang melanda Sumatera menimbulkan dampak sosial dan ekonomi 

yang serius, termasuk terhambatnya distribusi logistik dan minimnya akses masyarakat 

terhadap kebutuhan dasar, yang pada akhirnya memicu terjadinya penjarahan sebagai 

respons mendesak atas kondisi krisis tersebut (Chazawi, 2014). Fenomena tersebut 

memunculkan masalah hukum mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana bagi 

pelaku penjarahan yang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi keterpaksaan 

(overmacht) atau karena desakan kebutuhan hidup, terutama ketika negara sebagai 

pemegang kewajiban publik belum optimal dalam menyalurkan bantuan secara cepat dan 

merata sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 

2007).  

Terlambatnya penyaluran bantuan berpotensi menjadi faktor kriminogen yang 

mendorong terjadinya penjarahan, meskipun secara hukum tindakan tersebut tetap 

dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 363 KUHP. (Hamzah, 2016). Permasalahan yang muncul berkaitan dengan 

perlu tidaknya pelaku penjarahan dalam situasi darurat dimintai pertanggungjawaban 
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pidana secara penuh, adanya kemungkinan alasan pemaaf yang dapat menghapus 

kesalahannya, serta sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kegagalannya 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat bencana. (Nawawi Arief, 2019). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis 

pertanggungjawaban pidana pelaku penjarahan dalam keadaan darurat, mengkaji 

kewajiban negara dalam pemenuhan bantuan, serta memberikan rekomendasi kebijakan 

penal yang lebih adil dan manusiawi. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep 

pertanggungjawaban pidana, teori overmacht, teori negara hukum, dan penal policy 

sebagai dasar analitis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi acuan praktis bagi aparat penegak hukum 

dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana yang lebih responsif 

dan berkeadilan. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 

menitikberatkan pada penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap norma-norma hukum 

positif yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: 

(1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah ketentuan hukum 

pidana, regulasi kebencanaan, dan instrumen hak asasi manusia yang mengatur 

keadaan darurat dan tindakan penjarahan;  

(2) Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni mengkaji konsep-konsep dasar 

seperti pertanggungjawaban pidana, keadaan memaksa (overmacht), keadaan darurat, 

dan kewajiban negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; serta  

(3) Pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis putusan pengadilan maupun 

preseden hukum yang relevan untuk melihat bagaimana penegakan hukum diterapkan 

dalam situasi serupa.  

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, 

serta pendapat para ahli hukum; dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum 

maupun kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran 

dokumen dan literatur, baik yang bersumber dari media cetak maupun digital yang 

memiliki relevansi dan kredibilitas. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran normatif serta penyusunan argumen 

hukum untuk menghasilkan kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana, efektivitas 

penegakan hukum, dan peran negara dalam upaya pencegahan serta penanganan 

penjarahan pada situasi darurat. 

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Penjarahan pada Keadaan Darurat 

Pasca bencana  

Pertanggungjawaban pidana merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang 

menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya. Penerapan 

asas ini mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan pidana (actus reus), adanya kesalahan 

(mens rea), kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar maupun 

pemaaf (Moeljatno, 2008). Dalam konteks penjarahan pascabencana di Sumatera, 

penerapan prinsip tersebut harus dianalisis bersama kondisi eksternal yang sarat unsur 

keterpaksaan, seperti terbatasnya bantuan, kerusakan sarana infrastruktur, hambatan 

distribusi logistik, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. 
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Secara formil, tindakan penjarahan tetap memenuhi unsur tindak pidana pencurian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP. Akan tetapi, hukum pidana tidak 

hanya menilai pemenuhan unsur delik secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan 

konteks faktual yang melatarbelakangi perbuatan tersebut (Chazawi, 2014). Dalam situasi 

bencana besar, penjarahan sering terjadi akibat adanya tekanan keadaan memaksa 

(overmacht). Pasal 48 KUHP menjelaskan bahwa overmacht adalah kondisi yang membuat 

seseorang tidak memiliki alternatif lain selain melakukan perbuatan tersebut. Konsep ini 

berfungsi sebagai alasan pemaaf yang membebaskan kesalahan tanpa menghapus sifat 

melawan hukumnya (Nawawi Arief, 2019). 

Konsep keadaan memaksa overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP 

perlu dilengkapi dengan pertimbangan dua doktrin utama, yaitu proporsionalitas dan 

subsidiaritas. 

1. Syarat Proporsionalitas: Tindakan penjarahan dapat dikualifikasikan sebagai 

overmacht hanya apabila nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi nilai kebutuhan 

yang berusaha dipenuhi. 

2. Syarat Subsidiaritas: Overmacht hanya relevan apabila pelaku tidak memiliki alternatif 

lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu ketika bantuan dari pihak berwenang 

atau negara benar-benar tidak tersedia atau tidak dapat diakses dalam kondisi kritis. 

Penerapan Praktis Berdasarkan Fase Waktu: Penilaian terhadap keadaan memaksa 

harus dilakukan secara bertahap, mengingat kondisi kritis dan ketersediaan bantuan dapat 

berubah seiring waktu. 
Tabel 1 

Fase Waktu Karakteristik Penjarahan Analisis Hukum 

Fase Kritis Awal 

(Hari 1–3) 

Pemenuhan kebutuhan 

primer seperti makanan, air, 

dan BBM 

Potensi besar untuk dianggap sebagai 

alasan pemaaf overmacht, Pasal 48 

KUHP) 

Fase Pemulihan 

Awal (Hari 4–7) 

Kebutuhan primer dan 

mulai kebutuhan non-

esensial 

Penilaian overmacht lebih ketat, 

mempertimbangkan akses terhadap 

bantuan resmi 

Fase Stabilisasi 

(Hari 8 ke atas) 

Barang non-esensial dan 

terorganisasi 

Cenderung dikategorikan sebagai 

penjarahan oportunistik; ketentuan Pasal 

363 KUHP berlaku penuh 

Studi Kasus: Penjarahan Pascabencana Gempa Palu 2018  

Peristiwa Gempa dan Tsunami Palu 2018 memberikan gambaran empiris terkait 

fenomena penjarahan pascabencana. Bencana ini menimbulkan kerusakan yang luas dan 

memicu krisis pemenuhan kebutuhan dasar, dengan tercatat sekitar 123 kasus penjarahan 

selama masa darurat (News, 2018) 

Pelaku dapat diklasifikasikan menjadi dua: 

1. Survival Looting: Mengambil kebutuhan pokok pada hari pertama hingga keempat 

pascabencana. Banyak pelaku dibebaskan atau dikenai sanksi ringan, mencerminkan 

kondisi force majeure (overmacht). 

2. Opportunistic Looting: Mengambil barang non-esensial atau bernilai tinggi untuk dijual 

kembali, biasanya terjadi mulai hari kelima, menunjukkan kesengajaan (mens rea). 

Secara hukum, tindakan penjarahan tetap merupakan pencurian dengan pemberatan 

menurut Pasal 363 KUHP, namun penegakannya harus mempertimbangkan keseimbangan 

antara aspek hukum dan kemanusiaan. 

Efektivitas Penerapan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penjarahan pada 

Situasi Darurat 

Efektivitas hukum pidana dalam menangani penjarahan pada situasi darurat sangat 

ditentukan oleh kondisi sosial, kecukupan sumber daya negara, serta kemampuan aparat 
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penegak hukum untuk bertindak secara cepat dan proporsional. Dalam bencana besar 

seperti di Sumatera, terbatasnya distribusi bantuan, rusaknya sarana infrastruktur, dan 

melemahnya kontrol sosial menciptakan kondisi yang mendorong meningkatnya tindak 

penjarahan. Karena itu, keberhasilan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kapasitas 

negara dalam menjaga ketertiban, memenuhi kebutuhan dasar warga, serta menegakkan 

hukum secara adil. 

Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat 

(rechtsbescherming) sekaligus mempertahankan ketertiban umum (Muladi & Arief, 2010). 

Pasal 362–365 KUHP mengatur ancaman pidana terkait pencurian dan pencurian dengan 

pemberatan. Norma tersebut secara formal memberikan landasan yang memadai untuk 

menjerat pelaku penjarahan. Meski demikian, (Nawawi Arief, 2019) menyatakan bahwa 

efektivitas hukum pidana tidak hanya bergantung pada rumusan undang-undang, tetapi juga 

pada pelaksanaannya yang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam keadaan 

darurat, penerapan hukum pidana yang terlalu formalistik berisiko menimbulkan 

ketidakadilan dan mengabaikan dimensi kemanusiaan. 

Kajian kriminologi menunjukkan bahwa penjarahan saat bencana sering kali bersifat 

survival-oriented, yakni tindakan yang dilakukan semata untuk memenuhi kebutuhan dasar 

(Wong, 2018). Hal ini berbeda dari penjarahan oportunistik yang bertujuan memperoleh 

keuntungan pribadi. Pembedaan motif tersebut penting untuk menilai tingkat kesalahan 

pelaku dan menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana. Pemidanaan yang tidak 

memperhitungkan motif survival justru dapat melemahkan legitimasi hukum serta 

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Efektivitas hukum pidana dalam situasi darurat juga berkaitan dengan kesiapan dan 

keberadaan aparat penegak hukum di lapangan. Pada banyak bencana di Indonesia, 

mobilisasi polisi dan aparat keamanan sering terganggu karena infrastruktur rusak dan 

keterbatasan personel (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2020) Keadaan 

ini menimbulkan kekosongan kontrol, sehingga penegakan hukum pada fase awal bencana 

menjadi tidak optimal. Walaupun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia mewajibkan Polri menjaga keamanan dalam kondisi apa pun, kapasitas 

operasional sering kali tidak sebanding dengan besarnya dampak bencana. 

Selain pendekatan represif, efektivitas hukum pidana juga harus dilihat dari upaya 

preventif dan pre-emptif. Menurut teori integrated criminal policy, penanganan kejahatan 

perlu didukung kebijakan non-penal, seperti distribusi bantuan yang cepat, penyediaan 

logistik yang mencukupi, serta langkah-langkah untuk menstabilkan kondisi sosial (Arief, 

2010). Dalam konteks bencana, kegagalan negara memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut 

kerap memicu meningkatnya penjarahan, sehingga hukum pidana tidak dapat bekerja secara 

optimal. 

Pendekatan hukum dan kebijakan terhadap penjarahan setelah bencana di tingkat 

internasional menekankan bahwa upaya pencegahan lebih efektif dibandingkan 

penghukuman 
Tabel 2. 

Negara Pendekatan Hukum Fokus Utama Efektivitas Pencegahan 

Filipina Hukum pidana yang ketat 

(hukuman 14+ tahun) 

Pendekatan represif 

dengan hukuman 

berat 

Sulit diterapkan secara 

merata dan berisiko 

mengabaikan dimensi 

kemanusiaan 

Jepang Pendekatan preventif Kesiapsiagaan 

logistik, disiplin 

sosial, dan 

pemenuhan 

Angka penjarahan rendah; 

sekitar 40 kasus setelah 

gempa besar 2011 
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kebutuhan dasar 

secara cepat 

Thailand Koordinasi terpusat dan 

kehadiran pemerintah 

yang kuat 

Menjamin suplai 

logistik dan 

pengamanan aset 

secara cepat 

Kehadiran negara yang 

cepat mampu menstabilkan 

kondisi sosial 

Indonesia 

(Studi 

Palu 2018) 

Pasal 363 KUHP dengan 

pertimbangan overmacht 

(Pasal 48 KUHP) 

Fokus pada mitigasi 

sosial pasca-kejadian 

Respons logistik yang 

terlambat menjadi faktor 

pemicu penjarahan 

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa negara-negara yang menitikberatkan pada 

pencegahan melalui kesiapsiagaan, koordinasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar cenderung 

memiliki tingkat penjarahan yang lebih rendah. Sebaliknya, pendekatan represif yang tidak 

disertai mitigasi sosial dan respons logistik yang cepat kurang efektif dan berpotensi 

menimbulkan dilema kemanusiaan, seperti yang terjadi pada kasus Palu 2018. Dengan 

demikian, efektivitas hukum pidana dalam menangani penjarahan pada situasi darurat 

bersifat relatif apabila tidak disertai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan 

peningkatan kapasitas negara dalam mitigasi bencana. Hukum pidana hanya dapat berjalan 

efektif jika diterapkan secara selektif, proporsional, dan berlandaskan prinsip keadilan 

substantif, karena pendekatan yang hanya menekankan penindakan tanpa memperbaiki 

kondisi sosial berisiko gagal menanggulangi akar penyebab penjarahan. 

Peran Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penegakan Hukum 

Proporsional, dan Perlindungan Masyarakat untuk Mencegah Penjarahan pada 

Keadaan Darurat 

Peran negara dalam mencegah penjarahan pada situasi bencana memiliki 

kompleksitas tersendiri, meliputi kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 

melaksanakan penegakan hukum yang proporsional, serta memastikan perlindungan yang 

memadai bagi para korban. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab negara untuk 

menjamin terpenuhinya hak warga atas bantuan kemanusiaan telah ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengatur 

bahwa pemerintah wajib menyediakan bantuan secara cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi 

(Indonesia, 2007). Ketika kebutuhan esensial seperti pangan, air bersih, dan obat-obatan 

tidak dapat dipenuhi karena distribusi terhambat atau koordinasi lemah, risiko terjadinya 

penjarahan meningkat tajam. (Tierney, 2019) menekankan bahwa penjarahan dalam 

konteks bencana sering merupakan tindakan bertahan hidup akibat ketiadaan akses terhadap 

sumber daya vital, bukan semata-mata tindak kriminal. Oleh sebab itu, kemampuan negara 

mengelola logistik secara efektif menjadi komponen krusial dalam menekan kenaikan 

tindakan penjarahan. 

Selain aspek pemenuhan kebutuhan dasar, penegakan hukum dalam situasi darurat 

harus dilaksanakan dengan pendekatan yang kontekstual dan seimbang. Aparat penegak 

hukum tidak dapat sepenuhnya menggunakan standar penanganan pidana pada kondisi 

normal, melainkan harus mempertimbangkan keadaan masyarakat yang berada dalam 

posisi terpaksa (overmacht). (Muladi & Arief, 2010) menyatakan bahwa asas 

proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara upaya menjaga ketertiban dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian 

harus tetap mengutamakan nilai kemanusiaan, termasuk dalam kondisi bencana. Oleh 

karena itu, penjarahan yang timbul dari kebutuhan bertahan hidup harus dibedakan dari 

tindakan oportunistik yang bertujuan meraup keuntungan pribadi. Penerapan tindakan 
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represif tanpa mempertimbangkan konteks tersebut dapat mengurangi legitimasi aparat dan 

memperburuk relasi antara masyarakat dan penegak hukum (Wong, 2018).  

Selain itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan 

kepada seluruh warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 

Kewajiban ini meliputi penyediaan sistem penanganan bencana yang efektif melalui 

mekanisme peringatan dini, kesiapsiagaan logistik, serta koordinasi komando penanganan 

yang baik. Penelitian (Shaw, 2020) menunjukkan bahwa negara dengan tata kelola 

kebencanaan yang kuat cenderung memiliki tingkat penjarahan lebih rendah karena 

masyarakat tidak mengalami kepanikan akibat ketiadaan pasokan kebutuhan dasar. Ketika 

sistem perlindungan berjalan efektif, masyarakat tidak terdorong mengambil langkah-

langkah di luar hukum untuk mempertahankan hidup. Sebaliknya, ketidakhadiran negara 

dalam memberikan bantuan dan informasi yang memadai membuka peluang bagi 

meningkatnya tindakan penjarahan, dan penggunaan hukum pidana tanpa 

mempertimbangkan konteks tidak mampu menjawab akar persoalan. 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa keberhasilan negara dalam mencegah 

penjarahan pada kondisi darurat bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat, menegakkan hukum secara proporsional, serta menyediakan 

perlindungan yang menyeluruh. Kelemahan dalam salah satu aspek, misalnya 

keterlambatan distribusi bantuan, dapat menciptakan kondisi yang rentan terhadap 

penjarahan. Oleh karena itu, strategi pencegahan penjarahan tidak dapat hanya bertumpu 

pada instrumen hukum pidana, melainkan harus dipadukan dengan kebijakan 

penanggulangan bencana yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penjarahan pada masa darurat di Sumatera tidak 

dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena 

yang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, psikologis, serta 

efektivitas respons negara dalam penanganan bencana. Pertama, pertanggungjawaban 

pidana terhadap pelaku penjarahan harus memperhatikan adanya keadaan memaksa 

(overmacht), terutama ketika tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar yang tidak terpenuhi akibat keterbatasan bantuan. Pasal 48 KUHP mengenai alasan 

penghapus pidana, beserta prinsip keadilan substantif, menuntut aparat penegak hukum 

untuk menilai situasi yang melatarbelakangi tindakan, bukan hanya fokus pada unsur 

perbuatannya. 

Kedua, efektivitas penegakan hukum dalam kondisi bencana bergantung pada 

kemampuan aparat bertindak secara proporsional dan sensitif terhadap keadaan 

masyarakat terdampak. Penjarahan yang dilakukan demi bertahan hidup harus dibedakan 

dari tindakan oportunistik, sehingga respons negara tidak hanya bersifat represif, tetapi 

juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan prinsip perlindungan terhadap warga negara. 

Ketiga, negara memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya penjarahan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan distribusi bantuan, koordinasi antar-lembaga 

yang efektif, serta kesiapsiagaan logistik. Ketidakhadiran negara atau lambannya bantuan 

terbukti memperbesar potensi terjadinya penjarahan, menjadikan kualitas tata kelola 

kebencanaan faktor utama dalam menekan risiko tersebut. 

Secara keseluruhan, upaya penanganan penjarahan tidak dapat hanya mengandalkan 

mekanisme pemidanaan, tetapi harus dipadukan dengan kebijakan penanggulangan 

bencana yang responsif, berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat, dan dilaksanakan 

secara profesional oleh negara. Pendekatan komprehensif ini diperlukan agar kebijakan 
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yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencegah, melindungi, 

dan memulihkan kondisi sosial masyarakat yang terdampak bencana. 

Saran 

Pertama, Pemerintah perlu menetapkan target operasional distribusi bantuan logistik 

esensial dalam rentang 48–72 jam pascabencana. Strategi Pra-Posisi Logistik (Pre-

Positioning) di Regional Logistics Hubs harus diterapkan untuk memastikan ketersediaan 

kebutuhan dasar dan meminimalkan risiko keterlambatan distribusi. 

Kedua, Kapolri dan Jaksa Agung sebaiknya mengeluarkan instruksi khusus yang 

mewajibkan aparat membedakan antara survival looting dan opportunistic looting. 

Penafsiran Pasal 48 KUHP harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan 

subsidiaritas, sehingga penegakan hukum tetap seimbang dengan kondisi kemanusiaan. 

Ketiga, Diperlukan mekanisme Komando Tunggal Penanganan Darurat yang 

melibatkan BNPB, TNI/Polri, dan Kementerian Sosial sejak fase awal bencana, guna 

memastikan bantuan logistik tiba tepat waktu dan aman, sekaligus mencegah terjadinya 

penjarahan oportunistik. 

 Keempat, Pemerintah harus menjamin adanya mekanisme pertanggungjawaban 

internal, termasuk audit terhadap rantai pasok darurat, terutama jika penjarahan masif 

terjadi akibat kelalaian distribusi. Langkah ini merupakan bagian dari pemenuhan 

tanggung jawab konstitusional negara. 

Akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi bahwa negara tidak hanya harus menindak 

perbuatan penjarahan, tetapi juga menangani akar penyebabnya, yakni keterbatasan 

bantuan pada masa darurat. Dengan langkah tersebut, negara berperan bukan sekadar 

sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan dasar 

masyarakat dalam kondisi krisis, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana dan prinsip-prinsip perlindungan HAM. 
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